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a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses : 12
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui org
perbadan hukum untuk menyelen, madrasah
standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan
memenuhi  persyaratan administratif, ~teknis dan
sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan ver
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian.
Kabupaten Sukabumi Nomor B-42329/KK.10.02/2]

Nota Dinas Pertimbangan

tanggal 31 Agustus 2017 dan Kepala
Pendidikan Madrasah Nomor 0321/NDIPM/2018 tanggal 31 Mei ’

sehingga layak diberikan izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang ]
Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darmawangi Kabupaten

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pend
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2005 tentang Guru dan

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Na
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
sebagaimana telah beberapa kali diubah
pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang !
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 te
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

45, Tambahan Lembaran Negara Republik I
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. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 an
SaranadnnhmmUnmkSeknhhM/“ .‘7,
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekola
Menengah Atas/Madrasah Aliyah; < ol

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 20
Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan di Kabupaten/Ke
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidik T
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratura
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 ang Standai
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota '
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama “

Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia T
2008 Nomor 11);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penga
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (B
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) m
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 ng
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 te t ing
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam p
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 m*

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang C

Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Repu
Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah be

R, Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kantor Kementerian Agama yang m '“
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan m
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau e

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ma
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan
undangan. :

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana m m

Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi

sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b Mm

minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil m
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak menda

peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana m
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
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[ Jalan Tal :
Desa/Kelurahan Sirnasari
Kecamatan

SR Jawa Darat
Nmnomnhww‘ Yayasan Num“d!uncm
Akte Notaris Organisasi Yusep Sugih Munandar, SH
Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. 21 Tanggal 30 November 2015 A
AHU-0031626 AH.01.04 Tahun 2018
Tanggal 16 Desember 2015
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Diberkan kepada:

Nama Madrasah - MADRASAH IBTIDAIYAH DARMAWANGI
Alamat - JALAN TALAGA DARMAWANGI
Desa/Kelurahan . SIRNASARI hy
Kecamatan . PABUARAN i
Kabupaten/Kota . KABUPATEN SUKABUMI ‘
Provinsi . JAWA BARAT !
Penyelenggara Madrasah - YAYASAN NURUL ICHSAN CIDOLOG
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 21 YUSEP SUGIH MUNANDAR, SH
Pengesahan Akte Notaris © AHU-0031626.AH.01.04 TAHUN 2015 TANGGAL 16 1

DESEMBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nomor . 0321/IPM/2018
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